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ABSTRAK 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) 

Terhadap Belanja Bantuan Sosial di Kota Palembang 

Oleh: 

Indah Permata Sari; Anna Yulianita; Mukhlis 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Bantuan Sosial di Kota Palembang 

dengan menggunakan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda dengan data “time series” dari tahun 2007-2016. 

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap 

Belanja Bantuan Sosial (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial (3) Dana Bagi Hasil berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial. Nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 78,30 persen dan sisanya dipengaruhi variabel lain diluar 

penelitian ini, yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap belanja 

bantuan sosial cukup kuat. 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil, Belanja Bantuan Sosial 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF THE  LOCALLY-GENERATED REVENUE AND 

REVENUE-SHARING FUNDS TO SOCIAL ASSISTANCE SPENDING IN 

PALEMBANG CITY 

By: 

Indah Permata Sari; Anna Yulianita; Mukhlis 

 

This study aims to determine the extent of influence locally-generated revenue and 

revenue-sharing funds to social assistance spending in Palembang city with used 

secondary data. the analysis technique used is multiple linear regression model 

with the amount of "time series" from year 2007-2016. 

The results of the study stated that (1) Locally-Generated Revenue and 

Revenue-Sharing Funds are equally take efect and significant to Social Assistance 

Expenditures (2) locally-generated revenue have a negative and significant 

impact on social assistance spending (3) revenue sharing funds has a positive and 

significant impact on social assistance spending. The value of the coefficient of 

determination (R
2
) is 78,30 percent and the rest is influenced by other variables 

outside this study, which means that the independent variables affect the 

assistance expenditure social is strong enough.  

Keywords: Locally-Generated Revenue, Revenue-Sharing Funds, Assistance 

Expenditure Social. 

 

        First Advisor                                             Member 

                       
Dr. Anna Yulianita, M.Si.               Mukhlis, S.E., M.Si                       

NIP. 197007162008012015        NIP. 197304062010121001            
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun 

kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 dan UU 

32/2004 melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui 

sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana 

operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang 

hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses 

ratifikasi anggaran (Darwanto dan Yustikasari, 2007). 

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan 

pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan 

pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-

proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain 

menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi 

pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim dan Kusufi, 2012:21). Salah satu 

yang menjadi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud yaitu berupa belanja 

daerah. Belanja daerah merupakan salah satu komponen terpenting dari APBD 

yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan umum dalam berbagai sektor di 

daerah. 
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Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan 

keuangan daerah, belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah 

yang dialokasikan secara adil relatif dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh 

kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan 

umum. Dengan kata lain belanja daerah dapat dikatakan sebagai belanja yang 

dikeluarkan oleh daerah yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan mendukung 

pelaksanaan desentralisasi.  

Belanja daerah memiliki berbagai komponen yaitu: a) Belanja tidak 

langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja 

hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota 

dan pemdes, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan 

pemdes, belanja tidak terduga. b) Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa, belanja modal. 

Belanja bantuan sosial adalah salah satu komponen belanja daerah yang 

secara tidak langsung dan merupakan pengeluaran pemerintah pusat maupun 

daerah berupa uang dan barang/jasa yang ditunjukan kepada masyarakat dengan 

tujuan untuk mengatasi terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Penerima bantuan sosial terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat 

dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat 
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memenuhi kebutuhan hidup minimum sesuai dengan UU RI Pasal 4 ayat 1 No. 81 

Tahun 2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga.  

Bentuk pembayaran bantuan sosial dialokasiakan ke dalam APBD/APBN 

antara lain: Belanja bantuan sosial dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan 

dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan 

masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan 

ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial disalurkan 

melalui transfer uang, transfer barang/jasa dari pemerintah kepada lembaga-

lembaga terkait untuk membantu mengurangi beban masyarakat. Di Kota 

Palembang belanja bantuan sosial dapat berupa bantuan pendidikan, keagamaan, 

kesehatan, perekonomian dan bidang lain berperan untuk melindungi individu.  

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang No.69 tahun 2013, Bantuan 

sosial diberikan berupa: 1) Uang dan barang/jasa yang diberikan secara langsung 

kepada penerima bantuan sosial dan lembaga non pemerintah bidang pendidikan, 

keagamaan, kesehatan, perekonomian dan lembaga lain. 2) Non tunai diberikan 

secara langsung kepada masyarakat yang tergolong dalam Rumah Tangga Sangat 

Miskin (RTSM) dan Rumah Tangga Sederhana (RTS) berupa penyerahan Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan kepada penerima bantuan Program 

Keluarga Harapan (PKH). 

Kontribusi terbesar yang Belanja daerah dan komponen-komponennya 

yaitu adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diteruskan dengan dana 

perimbangan hal ini sesuai dengan APBD, bahwa pendapatan yang diperoleh 

daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pendapatan sendiri dapat 
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dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha 

mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah - selanjutnya disingkat dengan PAD) dan 

transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus). (Kurniawati, 2010). 

Berdasarkan Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai 

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi. 

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal 

dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam 

mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002:46). 

Dana perimbangan memiliki berbagai komponen yaitu berupa Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).  

Salah satu komponen dana perimbangan yang mempengaruhi belanja 

daerah dan komponennya yaitu berupa Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil 

(DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan  

merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana 

pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain  
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DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase  

tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (Wandira, 2013).  

Perubahan DBH sangat penting karena merupakan dana yang bebas 

digunakan oleh pemerintah daerah. Artinya, jika ada perubahan (penambahan) 

alokasi DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka perubahan 

penerimaan tersebut tidak terikat untuk membiayai kegiatan atau program 

tertentu. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan sendiri untuk 

apa dana tersebut dibelanjakan (Abdullah dan Ronna, 2015).  

Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah terdiri dari dua jenis yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil 

bukan pajak (Sumber Daya Alam). Daerah yang memiliki kekayaan alam dan 

penghasilan pajak akan memiliki penerimaan daerah yang bersumber dari hasil 

pengelolaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah pusat untuk membiayai 

belanja daerahnya (Nazarullah, 2011). 

 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang 

cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam 

mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang 

berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) (Wahyuni dan Adi, 2009).   

Berikut ini adalah perkembangan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Sosial di Kota Palembang pada  tahun 2007-

2016: 
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Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan RI (Juta rupiah). 

Gambar 1.1 Trend Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Bantuan Sosial Di Kota 

Palembang Tahun 2007-2016 

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa pendapatan pemerintah 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, 

hal ini terlihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2007 

sebesar Rp.113,596 miliar dan meningkat hingga tahun 2016 sebesar Rp.777,398 

miliar. Berbeda dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang selalu mengalami fluktuasi 

setiap tahunnya, hal ini terlihat dari jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 

2007 sebesar Rp.127,125 miliar dan pada tahun 2016 sebesar Rp.199,033 miliar. 

Pengeluaran pemerintah di bidang belanja bantuan sosial setiap tahunnya 

mengalami fluktuasi, hal ini terlihat dari  pengeluaran pemerintah di bidang 

bantuan belanja sosial dari yang tertinggi yaitu sebesar Rp.16,458 miliar pada 
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tahun 2008 dan mengalami penurunan hingga belanja bantuan sosial sebesar 

Rp.1,000 miliar pada tahun 2016.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprianto (2014) menunjukan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

alokasi anggaran sosial. Hasil ini mengindikasikan bahwa semua unit atau 

organisasi atau SKPD yang harus lebih memfokuskan atau mengutamakan 

anggaran sosial, karena hal ini sangat penting untuk dapat mengurangi jumlah 

kemiskinan di Indonesia dan pemerintah harus mementingkan keseahteraan 

masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2007) menunjukkan bahwa 

ketika transfer DBH diprediksi mengalami penurunan, pemerintah daerah 

berupaya menaikkan PAD sebagai sumber dana pengganti bagi pembiayaan 

aktivitas belanja pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amran, 

Darwanis dan Abdullah (2015) menunjukan hasil yaitu, berupa perubahan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif 

terhadap perubahan belanja bantuan sosial. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil 

(DBH) terhadap belanja bantuan sosial di Kota Palembang?” 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yaitu 

mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Derah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) 

terhadap belanja bantuan sosial di Kota Palembang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan ilmu yang dimiliki serta 

menambah wawasan dan pengetahuan agar dapat mengaplikasikan semua ilmu 

yang telah didapat selama ini yang berhubungan dengan keuangan daerah, 

khususnya mengenai Pendapatan Asli Derah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan 

belanja bantuan sosial. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan untuk pihak–pihak yang berkepentingan dalam melakukan kajian dan 

sebagai pembanding serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang masih 

berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis  

Memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang didapatkan dan memberikan masukan yang bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan penulis dan pembaca. 
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